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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

  

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

TAHUN 2019-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan 

yang sangat signifikan dalam perkembangan daerah;  

  b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian strategi dan 

kebijakan pembangunan akibat pandemi COVID-19 yang 

berdampak kepada sosial ekonomi daerah, perlu penyesuaian 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam 

skala makro maupun mikro atau sektoral; 

  c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019-2024 perlu penyesuaian klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan 

daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan 

Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 459); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah 

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Nomor 3 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 
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17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 42); 

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

dan 

WALI KOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS     

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42), diubah sebagai berikut :   
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menjadi 

dasar perencanaan daerah Kota Probolinggo mulai tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2024. 

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

8. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo. 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.  

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 

yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo. 

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 2  

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJPD, dan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan kebijakan nasional.  
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3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Penjabaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

terdapat perubahan yang dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 6 

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan 

Renstra PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di 

lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan 

selama kurun waktu tahun 2022-2024. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal  26 Oktober 2021 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  26 Oktober 2021   

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 3 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 205-3/2021 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

TAHUN 2019-2024 

 

I. PENJELASAN UMUM : 

1. Dasar Pemikiran : 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, mengamanatkan Kabupaten / Kota untuk menyusun RPJMD yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah 

dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah beserta kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. 

Untuk Kota Probolinggo melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 

telah ditetapkan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yang menjadi 

acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota 

selama 5 (lima) tahun oleh seluruh perangkat daerah. 

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD, disebutkan bahwa RPJMD dapat dirubah 1 (satu) kali jika 

terdapat perubahan yang mendasar dan masa berlaku RPJMD tidak 

kurang dari 3 (tiga) tahun.  

Mengacu pada ketentuan Permendagri dimaksud, Kebutuhan 

Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini dilatarbelakangi 

oleh 2 (dua) alasan pokok, yaitu :  

a. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang telah ditetapkan melalui 

peraturan perundang-undangan dan perlu ditindaklanjuti dalam 

perencanaan pembangunan di daerah yaitu : 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan                    

Keuangan Daerah;  

 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

beserta Pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-3708;  
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 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN         

Tahun 2020-2024; serta 

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. 

b. Dinamika sosial ekonomi nasional dan daerah akibat Pandemi Covid-19 

yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian target kinerja 

pembangunan daerah serta perubahan asumsi keuangan daerah. 

Terkait perubahan yang akan dilakukan, terdapat sejumlah 

penyesuaian secara teknis khususnya pada strategi dan arah kebijakan, 

nomenklatur program, indikator kinerja program dan capaiannya, serta 

target kinerja pembangunan daerah yang terdampak perubahan kebijakan 

nasional dan provinsi serta kondisi pandemi. Akan tetapi perubahan-

perubahan dimaksud tidak merubah esensi dasar visi, misi, tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah yang telah diperjanjikan pada penyusunan 

RPJMD induk. 

2. Ruang Lingkup : 

Ruang lingkup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah meliputi sejumlah penyesuaian secara teknis khususnya pada 

aturan hukum yang menjadi dasar penyesuaian sinkronisasi kebijakan 

antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota, strategi dan arah kebijakan, 

nomenklatur program, indikator kinerja program dan capaiannya, serta 

target kinerja pembangunan daerah yang terdampak perubahan kebijakan 

nasional dan provinsi serta kondisi pandemi Covid-19. Akan tetapi 

perubahan-perubahan dimaksud tidak merubah esensi dasar visi, misi, 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah diperjanjikan pada 

penyusunan RPJMD induk. 

3. Prinsip-prinsip : 

Prinsip Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), meliputi : 

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional; 

b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan 

dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

daerah; 

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 
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Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dalam 

kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya di Kota 

Probolinggo disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD, juga 

memperhatikan keselarasan dengan dokumen RTRW, integrasi Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD. Sedangkan dalam konstelasi 

perwilayahan yang lebih luas disusun dengan berpedoman dan 

memperhatikan keselarasan kebijakan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi 

Jawa Timur. 

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD 

yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses 

meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-

down); dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif 

adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial. 

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah 

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan 

partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi 

Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah 

dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan pada Tingkat Kota. 

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan 

Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor 

potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu juga dilakukan Pendekatan 

integratif yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke 

dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian 

tujuan pembangunan Daerah serta Pendekatan spasial yang dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL : 

Pasal I  

  Cukup Jelas 

Pasal II 

  Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 56 


